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PENDAHULUAN

A. Latar Belakaﬁg Masalah

TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
mengamanatkan agar aparatur negara mampu menjalankan tugas dan
fungsinya secara profesional, produktif, transparan dan bebas dari KKN.
Perwujudan nyata dari sikap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan _.
fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR tersebut
aﬁta:a lain tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena
itu upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan
pelayanan publik perlu terus dilakukan. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti
| dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. Penjelasan umum angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 menyatakan bahwa undang-undang ini memuat tentang ketentuan yang
berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pen;:gakan hukum tel:l:dap
tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada
para penyelenggara negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis
dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara ses@ dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersili dan bebas dari
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ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang mekiputi asas
kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsionalitas,
asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. 7

Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang penuh tahtangan dan
peluang, aparatur negara dalam hal ini diﬁtikbératkan kepada aparatur
pemerintah hendaknyz;l memberikan pelayalian yang sebaik-baiknya,
beroric;ntasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan, sehingga
dapat meningkatkan kuali’;as pelayanan kepada masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Repuﬁlik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan memberikan dampak nyata
yang luas terhadap pemngkatan -pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan
wewenang dan pemermtah pusat kepada pemerintah daerahi memungkinkan
terjadinya penyelenggaraan pelayanan publlk dengan jalur birokrasi yang
lehlh ringkas dan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan
inovasi dalam pembenan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Kemajuan teknologi informasi juga merupakan solusi dalam
memenuhi aspek transpai'ansi, aluntabilitas dan partisipasi masyarakat.
Keterpaduan sistem pcnyelenggaraan pemerintaban \’malalm jaringan onlme
perlu terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan,
schingga memungkinkan tersedianya data dan informasi pada ﬁlstansi
pemerintah yang dapat dianalisis dan dunszaatkan secara cepat, akurat dan
aman.

Peningkatan kualitas pemberian pelayanar: kepada pengguna layanan

menuntut adanya kepekaan (responsivitas) dari penyedia layanan tentang apa’




yang sebenamnya menjadi harapan, aspirasi, serta kebutuhan /pengguna

' layanan. Seringkali dijumpai pada label kemasan suatu produk barang dari
sebuah perusahaan besar terdapat tulisan yang menunjukkan kepada
konsumen untuk menyampaikan keluhan yang berkaitan dengan kualitas
produk yang dibelinya, seperti adanya kata-kata - “customer care”, “hotline
layanan bebas pulsa 24 jam”, “layanan konsumen™, dan lain sebagainya. Hal
tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa betapa sangat pedul_inya para
penyedia layanan dan mengharapkan adanya.‘ masukan atau kritik dari
pengguna layanan tentang produk yang dibeli oleh konsumen, !

Kepuasan pengguna layanan dengan demikian merupakan kata kunci.
yang sangat penting bagi penyedia layanan apabila produknya ingin dihargai
dan terus dipergunakan oleh pengguna layanan atau masyarakat. Semua
perusahaan, lembaga, badan atan institusi penyelenggara layanan selalu
&itun_tut untuk dapat meningkatkan kualitas layanan. Tuntutan itu tentu saja
tidak hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan swasta saja, melainkan juga

- sangat penting diterapkan pada birokrasi pemerintah sebagai penyedia dan
penyelenggara pelayanan publik. - '

- Sebagaimana diketahui bahwa birokrasi pemerintah pada era otonomi
daerah dituntut unfuk lebih mengedepankan pada pemberian pelayanan yang
baik kepada masyarakat, seperti adanya pemberian pelayanan yang tepat
waktu, adanya kepastian biaya pelayanan dan lain sebagﬁnya. Namun selama

ini dalam rangka peningkatan kualitas pemberian pelayanan kepada

o Bambang Wicaksono, Survey Pelanggan : Upaya Mendekatkarn Diri Pada Pengguna Layaran,
Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyafana,- 2003, him. 1




masyarakat, birokrasi pemerintah masih sangat jarang, bahkan tidak pernah
memanfaatkan informasi dari masyérakat menyangkut kualitas kinerja
pelayanan yang diberikan. Birokrasi pemerintah bahkan tidak mengetahui
apakah pemberian pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat selama
ini benar-benar telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat,
apakah pelayanan yang diberikan selama ini telah memuaskan masyarakat,
atau apa saja kekurangan-kekurangan dari pemberian pelayanan yang selama
ini dirasakan oleh masyarakat.

Aparatur pemerintah atau birokrasi memiliki kekuatan yang sangat
besar dalam menentukan model pelayanan, tanpa pernah bertanya, mengajak
dan memahami kesulitan, harapan dan aspirasi masyarakat tentang pelayanan
yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat. Apapun bentuk sistem,
mekanisme dan etika pelayanan yang sudah digariskan oleh birokrasi
pemerintah, masyarakat wajib mengikutix;ya. Pemahaman di atas merupakan
gambaran selama ini yang terjadi setiap kali masyarakat berurusan dengan
pelayanan aparatur pemerintah. Tanpa disadari kemudian warga masyarakat
terkondisi oleh sistem pelayanan birokrasi tanpa dapat melakukan upaya
ménuju bentuk ke pelayanan yhng saling memuaskan. Warga berada dalam
posisi lemah untuk melékukan bargaining, karena mereka sangat
membutuhkan pelayanan dari birokrasi pemerintah tersebut. Sehingga yang
terjadi adalah ambil jalan pintas dan yang penting “semuanya beres dan bisa
diatur”.

Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat apabila
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macam perizinan dan bentuk-bentuk pelayanan publik lainnya’ seringkali
ditemui adanya pelayanan yang terlihat berbelit-belit, dibutuhkan waktu yang
lama, biaya yang mahal dan kurangnya informasi mengenai persyaratan yang
harus dipersiapkan oleh anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan,
sehingga mengakibatkan yang bersangkutan harg bolak-balik untuk
memenubhi persyaratan. Jadi dengan demﬂdan"muncul'anggapan di masyarakat
bahwa pelayanan publik identik dengan berbelit-belit, dibutuhkan waktu yang
lama dan biaya yang mahal.

Beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 3 Juli 2003 telah
dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MOU) antara
Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan
(PSKK) Universitas Gadjah Mada, untuk melakukan proses pelembagaan
citizens charter merupakan ‘yang pertama kali dilaksanakan dalam sistem
pemerintahan daerah di Indonesia.

Pemerintah Kota Yogyakarta dipilih sebagai pilot Pproject pelembagaan
citizens charter, karena adanya komitmen .dari pimpinan Pemerintah Kota’ ,
Yogyakarta untuk selalu memberi pelayanan terbalk kepada masyarakat
Mesklpun sefak tahun 2000 telah beroperasi Unit Pelayanan. Terpadu Satu
Atap (UPTSA) yang memberikan layanan berbagai jenis layanan perijinan dan
non peﬁjman di bawah koordinasi Dinas Perijinan dan Dinas Kependudukan
dan PenCatatan Sipil. Pemerintah Kota Yogyakarta tetap konsisten dan terus
berupaya memberikan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan
kebutuhan dan dalam jangkauan masyarakat.

% Ayodya, Majalak Pemerintah Kota Yogyakarta, Edisi IV, Tahun 2003, him. 1




Adapun dasar hukum penerapan citizen charters dalam- pelayanan
publik di Kota Yogyakarta antara lain adalah Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraaq Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.

Hal-hal baru dalam pengurusan Akta Kelahiran berdasarkan c-itizen.s"
charter memberikan hak dan kewajiban serta kemanfaatan kedua belah pihak,
masyai‘akat sebagai pengguna jasa ;rlaupun pemerintah kota sebagai pemberi
layanan. Berbagai kemanfaatan tersebut diantaranya adalah memberikan
jaminan dan kepaéﬁan pelayanan ‘meliputi waktu, biaya, prosedur dan cara
pelayanan, lebih responsive, transparan, akuntabel serta kemudahan dalam
mengakses informasinya.? |

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun
skripsi dengan judul: ¢ ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
CITIZENS CHARTER ' DALAM PELAYANAN PUBLIK DI; KOTA

YOGYAKARTA

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
masalah yang muncul dan perlu mendapatkan penyelesaian adalah sebagai

berikut:
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. Bagaimana penerapan citizens charter dalam pelayanan publik di Kota

Yogyakarta?

Apakah pelaksanaan citizens charter dalam pelayanan publik sudah
mengarah pada sistem pemerintahan yang baik?

Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan citizens charter

dalam pelayanan publik di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah seperti tersebut di atas, maka tujuan

dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah

sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan citizens charter dalam
pelayanan publik di Kota Yogyakarta |
Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan citizens charter dalam

pelayanan publik sudah mengarah pada sistem pemerintahan yang baik

. Untuk ﬁ)éngetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menghambat

pelaksanaan citizens charter dalam beléyanan publik di Kota Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Hacil nenalitian ini Atharanlan Aanat memhartl-an manfaat cahanat



Memberikan sumbangan pemikiran. dalam pengembangan iltu hukum
pada umumnya, khususnya tentang pelaksanaan citizens charter dalam

upaya optimalisasi pelayanan publik di Kota Yogyakarta

. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan kaj‘ian

lebih lanjut dengan sudut pandang yang berbeda tentang pelaksanaan
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